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PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 40 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
. KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya usulan kenaikan uang
representasi perjalanan dinas Dalam Negeri Luar daerah
Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Anggota tanggal
10 Agustus 2018, berita acara kesepakatan
penyelarasan hasil pembahasan rancangan kebijakan
umum perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-P)
Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2018 antara
Tim Anggaran DPRD dan TAPD Kabupaten Tanggamus.
Perlu diadakan penyempurnaan terhadap Peraturan
Bupati Tanggamus Nomor 27 Tahun 2017 Tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus;

b. bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 27 Tahun 2017
Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak
Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanggamus.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3667);



10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) ;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Necgara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400) ;,

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 95587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran  Ncgara
Republik Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemcrintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) scbagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan
Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan  Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus
Tahun 2010 Nomor 48);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM
NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS.

Pasal I

Ketentuan Lampiran VII Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bupati/wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD, dalam
Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perjalanan
Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawali



Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun

penambahan sehingga keseluruhan berbun

Kabupaten Tanggamus (Berita
2017 Nomor 442) dilakukan

vi sebagai berikut :

DALAM KOTA

LEBIH DARI

NO URAIAN SATUAN | LUAR KOTA 8 (DELAPAN)

JAM
1 2 3 4 S
1. Pejabat Negara : Bupati, Wakil OH 400.000 125.000
Bupati dan Pimpinan DPRD
2. | Anggota DPRD OH 300.000 75.000
2. | Pejabat Eselon I OH 200.000 100.000
LB. Pejabat Eselon I] OH 150.000 75.000
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati inj dengan penempatannya dalam Berita Dacrah

Kabupaten Tanggamus.

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 3 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS,

<

\\

.

ANDI WIJAYA

Ditetapkan di Kota Agung

pada tanggal

31 Agustus 2018

Pj. BUPATI TAYGGAMUS,

ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018 NOMOR 489




